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I. UMUM 

Teknologi informasi telah berkembang dengan pesat dan 

mempengaruhi secara global kehidupan sosial, ekonomi, maupun budaya 

dalam masyarakat. Teknologi informasi yang semakin canggih juga 

menyebabkan dunia ekonomi mengalami perubahan yang signifikan dan 

menjadi lebih efisien. Perkembangan teknologi informasi ini dimanfaatkan 

oleh pelaku ekonomi untuk mengembangkan ekonomi digital. Salah satu 

bentuk ekonomi digital adalah kegiatan finansial terutama Transaksi 

nasabah menjadi lebih mudah dibantu dengan adanya teknologi informasi 

di bidang keuangan yang sering disebut dengan financial technology 

(FinTech). 

Lembaga Pengawas dan Pengatur sektor jasa keuangan telah 

meregulasi 3 (tiga) pelaku financial technology (FinTech) sebagai penyedia 

jasa keuangan, termasuk melakukan pengaturan dan pengawasannya. 

Pihak tersebut yaitu:      

a. penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi 

informasi; 

b. penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham 

berbasis teknologi informasi; dan 
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c. penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi 

informasi. 

Guna mengantisipasi munculnya pelaku financial technology 

(FinTech) baru yang saat ini belum teridentifikasi, perlu diatur pula 

penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi, 

yang penetapannya sebagai Pihak Pelapor dilakukan selaras dengan 

pelaksanaan pengaturan dan pengawasan sektoral sesuai kewenangan 

Lembaga Pengawas dan Pengatur terkait.  

Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi penting untuk senantiasa 

melakukan penyempurnaan terhadap upaya mitigasi risiko pencucian 

uang dan pendanaan terorisme berupa penerapan prinsip mengenali 

Pengguna Jasa dan penyampaian laporan kepada PPATK dalam hal 

terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan dari nasabahnya. 

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian 

uang semakin berkembang, termasuk penyalahgunaan atau pemanfaatan 

profesi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan 

publik, dan perencana keuangan sebagai media tindak pidana pencucian 

uang. Mitigasi risiko atas penyalahgunaan atau pemanfaatan dimaksud 

telah dilakukan pemerintah melalui kewajiban profesi advokat, notaris, 

pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana 

keuangan untuk menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan 

menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK. 

Pelaksanaan penyampaian Transaksi Keuangan Mencurigakan oleh 

profesi dimaksud dirasakan belum optimal dikarenakan kriteria Transaksi 

yang dilakukan profesi yang wajib disampaikan ke PPATK, antara lain 

karena ketentuan sebelumnya memberikan ruang timbulnya penafsiran 

yang berbeda-beda, dan belum sejalan dengan standar dan konvensi 

internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang. Oleh karena itu, pemerintah melakukan penyempurnaan 

terhadap ketentuan Transaksi yang dilakukan oleh profesi yang wajib 

disampaikan ke PPATK. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 2 

Ayat (1) 

Huruf a 

Angka 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Cukup jelas.  

Angka 3 

Cukup jelas. 

Angka 4 

Cukup jelas. 

Angka 5 

Cukup jelas. 

Angka 6 

Cukup jelas. 

Angka 7 

Cukup jelas. 

Angka 8 

Cukup jelas. 

Angka 9 

Cukup jelas. 

Angka 10 

Dalam ketentuan ini, istilah “pedagang valuta 

asing” juga dikenal dengan istilah “kegiatan usaha 

penukaran valuta asing”. 

Angka 11 

Cukup jelas. 

Angka 12 

Cukup jelas. 

Angka 13 

Cukup jelas. 

Angka 14 

Cukup jelas. 


